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ABSTRAK 

Tarmadi 20061015018 Kontroversi Putusan Pengadilan Negeri Batam 
Dalam memvonis Kasus penipuan pembangunan gedung Batam Cyti 
Square.(Study putusan nomor: 411/PID.B/2007 IPN.BTM dan PUTUSAN 
NO 2952/PID.B/2009/PN.SBY Fakultas Hokum, Universitas Bbayangkara 
Jakarta Raya 2010. 

Krisis kepercayan masyarakat terhadap pemerintahan kini semakin 
mengkristal khususnya terhadap proses penegakan hukum terhadap kasus - kasus 
yang dilakukan oleh para golongan menengah keatas yang cenderung tidak 
tersentuh oleh hukum karena adanya upaya penyuapan dan intervensi kepada para 
petugas penegak hukum, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagai mana 
mestinya ketentuan hukum yang berlaku. Azas Equality Bifour thelaw persamaan 
kedudukan dimuka hukum cenderung tidak berpihak kepada rakyat kecil, orang 
lemah dan bodoh, padahal semestinya hal semacam ini tidak usah terjadi karena 
adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan 
terhadap subyek hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntuan, dan peradilan. 
Azas Praduga tak bersalah dimana proses penyidikan dari tingkat penyidikan 
penuntutan, peradilan harus selalu mengedepankan adanya unsure praduga tak 
bersalah hal ini sering terabaikan dalam proses penyidikan karena adanya petugas 
penegak hukum yang berasumsi dalam pikiranya bahwa tersangka adalah orang 
yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan terkesan mengabaikan hak 
hak tersangka. Azas dalam penanganan perkara proses cepat dan biaya ringan asaz 
ini sering kali dilanggar hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat I 
korban yang kasusnya berlarut - larut tanpa ada kepastian hukum baik di tingkat 
penyidikan, maupun upaya hukum lain. Masih teringat di benak kita semua 
tentang kasus seorang nenek - nenek yang kedapatan mengambil 3 biji buah 
coklat yang kemudian diajukan hingga ke pengadilan dan diputus dinyatakan 
bersalah telah mencuri buah coklat hal ini tidak seimbang dengan kasus yang 
hangat dibicarakan di Komsi tiga DPR RI tentang kasus Bank Century, kasus 
Miranda Gultom, kasus BffiiT CANDRA semua orangnya masih bebas 
berkeliaran bebas kemana- mana namun yang terjadi hanya putusan politik saja 
bukan putusan hukum yang memvonisnya sehingga tidak ada kepastian hukum 
terhadap setatus yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis 
ingin mengetahui bagaimana hakim dalam membuat putusan berhubungan dengan 
ketentuan formalitas yang dijelaskan dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana. Kesimpulan dari penelitian adalah Hakim 
pengadilan Negeri Batam tidak cermat dalam membuat putusan nomor: 
411/PID.B/2007 IPN.BTM karena secara formalitas tidak memenuhi amanat 
pasal 197 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang mana 
Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan dasar formil 
dari rangkaian kegiatan penyidikan mulai dari tahap penyidikan di penyidik, 
penuntutan di Kejaksaan dan persidangan di Peradilan. 
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